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Pnd:1 lrnri i11 i Rti l,u t:1IIR_\!:tl Limn Bc.:las hul:111 Fc..•bnmri tnhun Oun Ribu Du:1 Puluh Tig11. kn111i 

y:mf lx·rtnndu t:mg~rn di 1:lirn 11h i11i : 

I. DANIEL SAEKOKO. SH. : Kepal11 Lc111h:1gu Pc..•111asy:1mknt:111 K.das Ill H:1:1. 

tx·rl-.c..,iudul.an di Ba:1. fal :111 l c..·l.unil. 8 :111 - R'-'lt'. K:1hupnll'II R'-'''-' Nd:1'-'· d:1lnm hnl ini 

tx·n i11dnl. 1mnil. d:111 ams n:mrn Lc..·mbnfn l\.•111:1s~ aml-.atun Kdns Ill 8:1:1. sd :uliut11y:1 disebut 

PlHAK K[SATll 

.?. Ors. HANOKH .-\. NDOEN : Ke~~•lu Dinas Kct:1h:ma11 P:mg:m K.:1hupmen R1.'tt: Nd:h,. 

herl-.c..-dudul.:111 di 8 :1:1 . .lft l:m Bumi r i· i L:111~:1 Pcnn:1i. Kah111>.111:11 Rote..• Ndao. d:1l:11n h:11 in i 

bt·n ind11k untuk d11n nms nnnm Dinus Ke1:1h:m:m Pang.:m Kab11pHlc..'11 Rc.,tc Ndn'-'· sdnnju111~ n 

c.fo:ehut PlHAK K£Dl i .. \ 

PlHAK K[SATll dan PlHAK Kf.DllA sc..•l:1nj utn~ :1 sc.~ arn t~~1m:1-snm:1 dnlam Pc..·1:i:u~ji:111 

Kerj:1 Smm1 ini d iS\.~bm PARA PlHAK d:111 sc..'\:mn Sl'lldiri-Sc..'nd iri disc..•but PlHAK. 

PARA PlH.-\K takhih d:1hul11 me111.·r:m~l...:m hal-h:11 sd ~,g~1i l'lc,.'ril-.111 : 

:1. hah,H1 PlH.-\K KESA Tl 1 :1J :1l:1h inst::111:-i , c..'t't ii.al Kt·mc111wia11 llukum d:111 Hnl- .-\ s:1:: i 

Manusia Rl'publil. lndc., 111..•~ia ~ang b\'n1c.i:t di b:m :1h Kant,)r \\'il:1~:1h Nusn rl'n~ nrn rimur 

d!ln l'lt'rmn~ung. j tm 11h 1.epu,in ~ cpnln K1m1;,r Wil:l~ nh llll'lnl11 i Kq):11:l Di, isi 

P't.'tll:1.S~un1J...amn Kunt,.'r Wilu~nh Kc..·1nc.'lll\'ri:rn llul.um d:111 Hal. Asnsi l\ la1111s i:1 N 11s:1 

rt>ngg_nra Timur. 



h. bahwa PIHAK KF:l)UA adalah unsur pcnyelcnggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rote 
Nd:rn yang 111c11yc lc11ggaraka11 urusan pcmcrintahan yang menjadi kewenangan daerah 

otonom scsuai dcngan kctcntuan peraturan perunclang-undangan . 

Drngan mcmprrhatikan ketcntuan-ketentuan sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tatum 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5360): 

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6412); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6811 ); 

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­

undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua atas U ndang-undang Norn or 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor I 14, Tambahan Lembaran Negara Republit-. 
Indonesia Nomor 5887); 

R. Peraturan Pcmerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga 

Bina.an Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I 999 Nomor 68. 
Tamhahan Lcmharan Negara Republik Indonesia Nomor 3842): 

9. Peraturan J>cmcrintah Nomor 32 Tahun 1999 t.enlnng Syarat dan Tnta Cara Pelaksanaan 1-iak 
Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
69, Tambahan Lembaran Negara Rcpuhlik Indones ia Nomor 3846). s~bagaimana telah 
beberapa kali diubah lcrakhir dcngan Pcraluran Pcmcrin1ah Nomor 99Tahun 201 2 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerinlah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat clan Tata 



Cara Pe laksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201 2 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

53 59); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan 

Pernbinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3857): 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6335); 

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.0 I 0/8/2016 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

13 . Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang 

Organi sas i dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 1365); 

14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang 

Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 N0m0r 1685); 

15. Keputusru1 Menteri Hukum dan Hak Asas i Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-

0 I .OT.0 1.03 Tahun 202 1 tentang Pilot Project Lembaga Pemasyarakatan yang 

Menyelenggarakan Kegiatan Produktif; 

I 6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-03 . PR.0 1.0 I Tahun 2020, 

tentang Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020; 

17. Keputusan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 

PAS.3-89PK.0 l.05 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 

Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2023 ; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 

Tahun 2016 Nomor 055 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Nomor 135); 

19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisas i dan Tata 

Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 040 I). 



fkrda-.arkan hal-hal ter.cbut di ata, PARA PlftAK i;ctuju dan ~ pakat untuk mcngadakan kcrja 

-.a.ma dan mcnandaLangani Pcrjanjian Kcrja <-iama tcnt.a11g PeninJ<kllllm Pelllyanan Pemhinaan 
Kemandirian Bal(i Warga Blnaan Pemavyarakatan Me/alui Upaya Peninl(katan Produbi 

Kom,od/111,, Tan11man Pan,:un pada Lemha,:a Pemavyaralwtan Kelav Ill Baa dcngan 

kctcntuan-kctcntuan ~ bag.ai berikut : 

l'wial 1 

LATAU 81-:LAl<ANG 

Sistem Pcmasyarakatan P'dda hakckatnya mcrupakan Pola Pembinaan Warga Binaan 

Pemasyarakatan yang bcrorientasi pada masyarakat, ya itu pembinaan yang dilaksanakan secara 
terpadu antara Pembina (dalam ha/ ini ada/ah Petu,:as PemavyarakaJan dan Pemerintah), 

Yang Dihina dan Masyarakal Peran serta pemerintah dan masyarakat harus dipandang sebag.ai 

suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan, sehingga sangat diperlukan dalam mencapai 
tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu Pemerintah melalui peraturannya memberikan peluang 
bagi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia untuk mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan­
badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan dalam rangka penyelenggaraan sistem 
pemasyarakatan . Berdasarkan hal teraebut di atas maka perlu diadakan kerjasama pembinaan 
antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ill Baa dengan Dinas Pangan sebag.ai salah satu lnstansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao 

Pa<Jal 2 

MAKSUD DAN TU.JUAN 

( 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan 

melalui pendidikan dan/atau pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, guna 

meningkatkan produktifitas di bidang pertanian dan tanaman pangan serta pemasaran hasi l 

produksinya. 

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah : 

a. untuk meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan 
kegiatan pembinaan narapidan pada Lapas Kelas 111 Baa; 

b. untuk meningkatkan pcngetahuan dan keterampilan manejerial dan teknis para pctugas 

kcgiatan kerja pada Lapas Kelas Ill Baa sehingga menjadi pcmbina yang profesional 
dan l,erkompetcn; 

c. untuk mcningkatkan pcngctahuan, kemampuan dan keterampilan kcrja bagi narapidana 

pada Lapas Kela.<; Ill Baa agar dapat bekerja secara mandiri ; 



d. 

C. 

un tuk rn e nghas ilkan 
1,. produk yang berkualitas a 
amnya yang berada d. 

1 ' man dan mampu bersaing dengan produk 1 uar Lapas: 
untuk rneningk tk . 

a an Penenmaan Neoar . Pernasyarakata T b a Bukan PaJak (PNBP) sesuai Resolusi 
N arapidana. n ahun 2020 dan pendapatan narapidana berupa Premi Kerja 

Pasal 3 

RUANG LJNGKUP 

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 
a. pendidikan vokasi , pelatihan. pendampingan dan pembimbingan kegiatan kerja bidang 

agribisni s pertanian tanaman pangan, khususnya hortikultura: 

b . pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaa. pengolahan lahan pertanian, penanaman dan 
perawatan hingga menjadi tanaman pangan siap panen: 

c . pemetaan pasar untuk keperluan pemasaran hasil produksi pertanian. 

Pasa.l 4 

PRJNSrP DAN AZAS 

Pe~janjian Kerja Sama ini diadakan dengan prinsip Kemitrlla11, yang pelaksanaannya dilakukan 
dengan memperhatikan azas Profesio11alisme, Akuntabel, Sinergi/Saling Me11dukung, 
Tramipara11 dan fllovatif. 

Pasal 5 

TUGASDANTANGGUNGJAWAB 

(I) PIHAK KESA TU mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 
pembinaan; 

b. menyediakan lahan pertanian, air dan kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk 
kegiatan budi daya pertanian: 

c. menyediakan kelompok warga binaan pemasyarakatan untuk dilatih dan dibimbing 
sebagai tenaga kerja yang terampil ; 

d. memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan 
kegiatan kerja sarna; 



e. rnernberikan akses masuk/ ke/uar serta rasa aman dan nyaman kepada PIHAK KEDUA 

se/ama berlangsungnya kegiatan pembinaan di da/am Lapas; dan 

f. melakukan monitoring dan eva/uasi secara berkala. 

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab; 

a. melakukan pelatihan, pendampingan dan pembimbingan kepada peserta sesuai dcngan 

program kegiatan kerja; 

b. 
k I · rt merancang dan 

mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dan te no og1, se a 

. • b komoditas pertanian 

melaksanakan konsep/s1ste111 program dan keg,atan pengem angan 

tanaman pangan; 

C. melakukan pengembangan dan penerapan inovasi tekno/ogi budidaya pertanian tanaman 

pangan kepada perserta; 

d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU me/akukan monitoring dan eva/uasi secara 

berkala. 
Pasal 6 

PEMBIAYAAN 

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 

dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau berasal dari sumber-sumber lain yang sah 

dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

JANGKA WAKTU 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku se/ama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 

ditandatangani PARA PIHAK; 

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubatt, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan 

tertulis PARA PIHAK; 

(3) Dalam ha/ salah satu pihak bermaksud mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama 

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan secara 

tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya. 

Pasal 8 

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE) 

( 
1
) Keadaan Kahar atau Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di /uar kekuasaan 

dan/atau kemampuan PARA PIHAK yaitu meliputi bencana alam. wabah penyakit, perang, 



(2 ) 

pemberontakan huru IJ ,J. k I k 
· • r:i. e Jn :ira11. pc111ogokan 1111111111 dan kcbijakan pemerintah yang 

berpengaruh sccar·i f· , , .
1 

. . • . • . . 

' angsung kr iaclap pclaksa11aa11 l'cqan.111111 Kcqn Sama 1111 : 

Dalarn hal lcrJ··1di Kc·1cl•1 ·111 K · I 1 · · · 1· M · b · d. k cl d 

' ' • • a wr a HII pcnslrwn ·or<..:c l\J Ctirc sc agarmana rma su pa a 

ayat ( 1 ). maka PIHAI\: yang rcrltulang 1111111k 111cl11ksnn11ka11 kcwaj ibannya wajih 

mcrnbcrilahukan adanya pcrisliwa rcrscbur kcpnda PIIIAK yang lain sccara tcrt.ulis paling 

lamh:11 7 (t11juh) hari 1-.alcndcr s~jak snat tcr:jndinya pcrisliwa force majcurc, ya ng clikuatkan 

dcngan Surat Kc1cra11ga11 dari Pcjabal ya ng be rwcnang menelapkan Keadaan Kahar a ta1J 

pcri stiwa Ftwcc Ma_jeurc; 

(J) Dalarn hal tc~jadi Keadaan Kahar atau peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I). maka PIHAK yang terhalang unluk rnelaksanakan ke~ajibannya tidak dapat 

dituntut oleh PIHAK lainnya selama masa berlaku force majeure: 

(4) Semua biaya dan kerugian yang diderita oleh PARA PIHAK sebagai akibat terjadinya 

peristiwa Force Majeure menjadi tanggungjawab masing-masing PIHAK. 

Pasal 9 

PENYELESAIAN PERELISIHAN 

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini. akan 

diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat. 

Pasal 10 

MONITORING DAN EV ALUASI 

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 

o leh PARA PfHAK yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggun_jawaban dan baha.n 

masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya. 

Pasal 11 

ADDENDUM 

I lal-hal lain yang be lum diatur atau be lum cukup diatur dalam Pe,:janjinn ~e,:ia Sama ini namun 

dianggap penting olch PARA PIHAK, dapat dia111r tcrscmfiri d ~111 dituangl-.m1 dalnm hentuk 

addendum al.a u perubalrnn dan mcnjadi bagian yang tidak tcrpisah"-an dari Pl'~ianjian Ker_ja 

Sama ini . 



I k mil,.,ian Pc1:im\ii:rn Kc1:jn Samn ini dih11111 d1111 di11111d111n11gn 11i nloh l'Al<A PIHAk di 11110. p11do 

h~1ri t.lan t;\n~al tl't~ch11t di alas. dnlam rnngknp 4 (cmpnl) hcm111tcrai cukup, d1111 mct, ing-ma <i inl( 

mc1np11nyai "-'-'"-uat:m h11l,.,11m ~ nng s :111111 . 

Pill~ ~ ~f:SA Tl l : 
,.. , .-., 

.Kcpaln l cnilxlgts Pl'masyarnkatan 

·,F Kcl:l/ Ul Haa. ' 
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